
 
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR  04                                                                                                              TAHUN  2011   
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR  04 TAHUN  2011  
 

TENTANG 

 
IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 
Menimbang   : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi 

sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta mahluk 

hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan 

generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan 

ekosistem;  

  b. bahwa pembuangan air limbah ke sumber air serta pemanfaatan air 

limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah,  tanpa dikelola dengan baik 

dapat mengakibatkan pencemaran air serta menurunkan fungsi dan 

peruntukan dari komponen-komponen air; 

  c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, 

perizinan pembuangan air limbah ke sumber air dan izin Pemanfaatan 

air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah merupakan urusan 

Pemerintah Kabupaten/Kota; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam                

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3219); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 

www.bphn.go.id

http://www.bphn.go.id/data/documents/81uu08.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu05.pdf


2 

 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004              

Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang                             

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,                    

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009              

Nomor 5043); 
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  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

  12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3838); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 4741); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 48); 
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  21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56  Tahun 2002 

tentang Pedoman Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; 

  22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110                  

Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban 

Pencemaran Air Pada Sumber Air; 

  23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 

tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; 

  24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 

dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 231); 

  25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 

tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan 

yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki 

Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia           

Tahun 2010 Nomor 232); 

  26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07); 

  27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06); 

   

  Dengan Persetujuan Bersama 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 
  dan  

  WALIKOTA DEPOK 
  MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN DAN 

PEMANFAATAN AIR LIMBAH. 
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  BAB I 

  KETENTUAN UMUM 
  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

  1. Kota adalah Kota Depok. 

  2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok. 

  3. Walikota adalah Walikota Depok. 

  4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. 

  5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup                 

Kota Depok. 

  6. Kas Pemerintah Kota adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh 

Pemerintah Kota untuk memegang Kas Pemerintah Kota. 

  7. Izin adalah Izin Pembuangan Air Limbah ke air dan sumber air serta izin 

pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. 

  8. Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi 

teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. 

  9. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut 

Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan/atau kegiatan. 

  10. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 

lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah 

pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 

tidak berdampak penting yang diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

  11. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan 

tanah, kecuali air laut dan air fosil.  

  12. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah 

permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, 

rawa, danau, situ, waduk, dan muara. 

  13. Air limbah  adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang 

berwujud cair. 

  14. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang 

ditenggang untuk dimasukan ke media air. 
  15. Pencemaran air  adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, 

energi, dan/atau komponen lain ke dalam  air oleh kegiatan manusia 

sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. 
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